PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 11 TAHUN 1959
TENTANG
SUWVPAH JABATAN PEGAVWAI NECER S| PI L DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG

Presi den Republik I ndonesi a,
Meni nmbang

bahwa perlﬁ di adakan peraturan sunpah jabatan pegawai Negeri sipi
dan anggot a Angkat an Per ang;

Mengi ngat
Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Mendengar
Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 3 Nopenber 1959;
Memut uskan :
Pert ama :
Mencabut Peraturan Penerintah No. 24 tahun 1947 tentang sunpah
j abatan pegawai Polisi, Peraturan Penerintah No. 9 tahun 1948

tentang sunpah jabatan pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang
dan segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan
Presi den tersebut dal am "Kedua" di bawah i ni

Kedua:

Menet apkan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang sunpah |abatan
pegawai Negeri sipil dan anggota Angkatan Perang.

Pasal 1

(1) Pegawai Negeri yang bertanggung-jawab, nenurut ketentuan
Menteri yang mem npin pegawai itu, dan anggota Angkatan Perang
yang nmenmangku j abatan nenurut ketentuan Menteri yang nem npin
Departenmen Pertahanan, harus bersunpah nenurut peraturan ini
pada waktu nenerinma jabatan atau pekerj aannya.

(2) Peraturan ini tidak berlaku terhadap pegawai Negeri atau
anggota Angkatan Perang yang untuknya ada peraturan sunpah
| abat an khusus.

(3) Yang di maksud dengan pegawai Negeri dalam peraturan ini ialah
pegawai Negeri sipil yang diangkat oleh Penerintah dan
di bel anjai dari anggaran Negara nmata anggaran bel anj a pegawai .

(4) Yang di maksud dengan anggota Angkatan Perang dal am peraturan
ini ialah nereka yang di angkat nenj adi anggota Angkatan Perang
ber dasar kan kesukar el aan atau kewaj i ban.

Pasal 2

Bunyi sunpah jabatan pegawai Negeri adal ah dem ki an:
"Dem All|ah! Saya bersunpah:

Bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini, baik |angsung
maupun tidak |angsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak



menberi atau nenyanggupi akan nenberi sesuatu kepada siapapun juga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik
| ndonesi a;

Bahwa saya akan nmenegang rahasi a sesuatu yang nenurut sifatnya
atau nmenurut perintah harus saya rahasi akan;

Bahwa saya tidak akan nenerima hadiah atau suatu penberian
berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat
mengira, bahwa ia nenpunyai hal yang bersangkutan atau mungkin
ber sangkut an dengan j abat an at au pekerjaan saya;

Bahwa dal am nenjal ankan jabatan atau pekerjaan saya, saya
senantiasa akan |ebih nenentingkan kepentingan Negara dari pada
kepentingan saya sendiri seseorang atau gol ongan;

Bahwa saya senantiasa akan nenjunjung tinggi kehormatan
Negara; Penerintah dan pegawai Negeri

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur dan tertib cermat dan
semangat untuk kepentingan Negara".

Pasal 3

(1) Bunyi sunpah jabatan anggota Angkatan Perang adal ah dem ki an:
"Dem All|ah! Saya bersunpah:

"Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini,baik |angsung
maupun tidak |angsung, dengan rupa atau dalih apapun juga
tidak nenberi atau nenyanggupi akan nenberi sesuatu kepada
Si apapun j uga;

Bahwa saya tidak akan nenerima hadiah atau suatu penberian
berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut
dapat nengira, bahwa ia nmenpunyai hal yang bersangkutan atau
mungki n ber sangkut an dengan j abat an atau pekerjaan saya, .
Bahwa saya akan senantiasa nmenjunjung tinggi sunpah Prajurit”.

(2) Sunpah tersebut pada ayat (1) pasal ini diucapkan juga ol eh
pej abat - pej abat bukan anggota Angkatan Perang, seperti
di maksud dal am pasal 1 ayat (3) yang nenmangku suatu | abatan
mliter seperti dinmaksud dal am pasal 1 ayat (4).

(3) Dalam hal tersebut pada ayat (2) pasal ini, kalimat terakhir
dari  sunpah vyang berbunyi "Bahwa saya akan senantiasa
menj unjung tinggi sunpah Prajurit" diganti dengan kali mat-
kal i mat tersebut di bawah:

"Bahwa saya akan nenbela Negara Republik Indonesia dan
i deol ogi nya terhadap tiap-tiap nusuh;

Bahwa saya akan nelakukan tugas dan kewajiban saya dengan
sungguh- sungguh dengan tidak berhati binbang dan tidak
mengaj ukan syarat apapun juga, baik l|ahir maupun batin, dan
sel anjutnya dengan senantiasa | ebi h nmengut amakan kepenti ngan
Negara dari pada Kkepentingan perseorangan atau kepentingan
gol ongan;

Bahwa saya akan setia kepada Negar a;

Bahwa saya akan nenegang teguh disiplin tentara;

Bahwa saya akan senantiasa tunduk pada Undang-undang dan
per at ur an- perat uran tentara;

Bahwa saya akan nenegang rahasia tentara dengan sekeras-
kerasnya".
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Pasal 4

Untuk pegawai Panongpraja, Polisi dan pegawai-pegawai |ain
yang bertugas kepolisian dan atau diberi wewenang nenbuat
berita-acara dan para anggota Angkatan Perang yang bertugas
kepol i si an, nmaka bunyi sunpah tersebut dal am pasal 2 dan pasal
3, ditanbah dengan kal i mat yang berbunyi :

"Bahwa saya dal am nenbuat berita-acara atau keterangan |ain
hanya akan nenyat akan apa yang sungguh-sungguh benar™

Pada tiap-tiap nenbuat suatu berita-acara naka Kkali nat
t anbahan termaksud pada ayat (1) pasal ini dicantunkan pul a
di atas kalimat terakhir berita-acara yang bersangkut an.

Pasal 5

Apabi | a seorang berkeberatan untuk nengucapkan sunpah karena
anggapannya tentang agans, dapat ia sebagai ganti nya
mengucapkan janji .

Dal am hal tersebut pada ayat (1) pasal ini naka kalinmat:

"Dem Allah! Saya bersunpah" tersebut dalam pasal 2 dan pasa

3 diganti dengan kalimat "Saya nenyatakan dan berjanji dengan
sungguh- sungguh.

Untuk mnereka yang beragama Masehi, neka kata-kata "Dem

Al'lah!" dari bunyi sunpah tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3
di hapuskan dan diganti dengan kata-kata yang diucapkan pada
akhi r sunpah yang ber bunyi :

"Ki ranya Tuhan akan nenol ong saya".

Untuk nereka yang beragama lain dari pada |slam dan Maseh

maka kata-kata "Dem Al lah!" dari bunyi sunpah tersebut dal am
pasal 2 dan pasal 3 diganti dengan kata-kata |ain yang sesua

dengan aganmanya.

Pasal 6
Sunpah/Janji jabatan pegawai Negeri diangkat di hadapan
Pr esi den, apabila pengangkatan untuk rnemangku | abatan

di | akukan ol eh Presiden, dan di hadapan Menteri yang nem npin
pegawai itu, apabila pengangkat annya dil akukan ol eh Menteri .
Presi den dapat nenyerahkan pengangkatan sunpah/janji pegawai
kepada Menteri Pertama atau Menteri yang nem npin pegawai yang
ber sangkut an.
Menteri dapat nenyerahkan penganbilan sunpah/janji pegawai
yang di pi npi n dan yang bekerja di luar kantor Pusat Departenen
kepada Kepal a Daerah tenpat kedudukan pegawai itu, atau kepada
penbesar yang lebih tinggi dari pada pegawai itu dalam
I i ngkungan Depart enennya.

Pasal 7

Pengangkat an sunpah/janji untuk pegawai Polisi dil akukan di hadapan:

a.
b.

Presi den untuk yang berpangkat Direktur Jenderal Polisi;
Menteri yang nmem npin Kepolisian Negara untuk yang berpangkat
Ajun Komsaris Besar Polisi, Komsaris Besar Polisi dan
D rektur Polisi;

Kepal a Kepolisian Negara atau pejabat yang ditunjuk ol ehnya
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unt uk yang ber pangkat sel ain tersebut pada huruf a dan b.

Pasal 8
Pengangkat an sunpah/j anji untuk anggota Angkatan Perang
di | akukan di hadapan:
a. Presiden untuk jabatan-jabatan yang pengangkatannya

di t et apkan ol eh Presiden;

b. Kepal a Staf Angkatan Darat/Laut/Udara atau pejabat yang
di tunjuk ol ehnya untuk |abatan-jabatan selain tersebut
pada huruf a, yang termasuk dalam rangka organisasi
Angkat an Dar at / Laut / Udar a.

Pengangkat an sunpah/janji bagi anggota Angkatan Perang yang

menj al ankan suatu jabatan di |uar rangka organi sasi Angkatan

Darat/Laut/Udara dan tidak termasuk |abatan pada ayat (1)

huruf a pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri yang

mem npi n Departenen Pertahanan.

Pengangkat an sunpah/janji tersebut diatasdilakukan dengan

upacara mliter yang berl aku di Angkatan Darat/Laut/ Udar a.

Pasal 9

Sunpah/janji di angkat dengan nengucapkan atau nmenbacakan bunyi

sunpah/janji tersebut dalam pasal 2 atau pasal 3 dihadapan
penbesar yang nengangkat sunpah, dengan di saksi kan ol eh paling
sedi kit dua orang.

Pada pengucapan sunpah/janji senua orang yang hadir dalam
upacara itu harus berdiri.

Penbesar yang nengangkat sunpah/janji berusaha sedapat nungkin

supaya pengangkatan sunpah/janji itu dilakukan dal am suasana
khi drat .
Untuk pengangkatan sunpah/janji pegawai Negeri tertentu

Menteri yang bersangkutan dapat nengadakan peraturan upacara
pel anti kan.

Pasal 10
Penbesar yang nengangkat sunpah/janji nenbuat beritaacara
tentang pengangkatan sunpah/janji itu. Surat  keberat an
di maksudkan dalam pasal 5 ayat (1) harus disinpan oleh
penbesar yang nengangkat sunpah/janji bersama-sanma dengan

beri t aacar a.

Berita-acara ditanda-tangani oleh penbesar yang nengangkat
sunpah/janji, ol eh yang bersunpah dan ol eh dua orang saksi.
Yang bersunpah diberi turunan berita-acara, dengan di bubuhi
keterangan "sesuai dengan aselinya" oleh penbesar yang
mengangkat sunpah/janji .

Pasal 11

Berita-acara dan turunan berita-acara pengangkatan sunpah/ janji
serta surat keberatan tersebut dal am pasal 10 bebas dari bea.



Pasal 12

(1) Pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang yang pada tangga
peraturan ini mulai berlaku telah nenjal ankan sesuatu jabatan
sebagai yang di naksud dal am pasal 1, apabila tel ah nengangkat
sunpah/janji yang isinya sama dengan yang diatur dalam
peraturan ini, dianggap telah bersunpah/berjanji nenurut
peraturan ini.

(2) Dengan tidak nmengurangi ketentuan pada ayat (1) pasal ini mnaka
pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang dalam sesuatu
| abatan sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, yang belum
mengangkat sunpah/j anj i menur ut per at ur an ini, har us
mengucapkan sunpah/janji .

(3) Pegawai Negeri yang naik/turun pangkat tetapi tidak pindah
jabatan atau pekerjaan dan yang telah bersunpah/berjanji
menurut peraturan ini tidak perlu bersunpah/berjanji |agi.

(4) Pegawai Negeri yang pada tanggal peraturan ini mulai berlaku
telah  bersunpah/ berjanji sebagai pegawai Neger i Negar a
Republ ik Indonesia nenurut peraturan lain harus bersunpah/
berjanji |agi nenurut peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am
Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desenber 1959
Presi den Republik I ndonesi a,

SCEKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desenber 1959.
Ment eri Muda Kehaki man,

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
No. 11 TAHUN 1959
t ent ang
SUVPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SI PI L DAN
ANGEOTA ANGKATAN PERANG

PENJELASAN UMM

Sunpah jabatan adalah untuk nenebal kan rasa tanggung-jawab dan
semangat yang bersunpah. deh karena itu pokok pangkal an dar

peraturan ini ialah bahwa hanya pegawai Negeri/anggota Angkatan
Perang yang diberi tanggung-jawab sajalah yang perlu nengangkat



sunpah.

Hal nenentukan pegawai Negeri/ anggota Angkatan Perang yang
bertanggung-jawab khusus itu diserahkan kepada Menteri yang
ber sangkut an.

Perl u diterangkan disini, bahwa pertanggungan-jawab itu tidak perlu
di hubungkan dengan pangkat , sebab mungki n ada pegawai
Negeri/anggot a Angkatan Perang yang berpangkat tinggi tidak diberi
t anggung-j awab khusus; sebaliknya ada pegawai/anggota Angkatan
Perang yang pangkatnya tinggi tidak diberi tanggung-jawab khusus;
sebal i knya ada pegawai/anggota Angkatan Perang yang pangkatnya
tidak tinggi tetapi nenpunyai tanggung-jawab yang besar.

Adapun peraturan baru ini diperlakukan bagi sermua pegawai Negeri
(termasuk pegawai Polisi Republik Indonesia) dan anggota Angkatan
Perang. Sebagai dasar dari peraturan ini dianbil Peraturan
Permerintah No. 9 tahun 1948 tentang sunpah jabatan pegawai Negeri
dan anggota Angkatan Perang dan Peraturan Penerintah No 14 tahun
1947 tentang sunpah jabatan pegawai Polisi; khususnya untuk anggota
1947 tentang sunpah jabatan pegawai Polisi: khususnya untuk anggota
Angkatan Perang diperhatikan kenyataan bahwa nereka telah
mengucapkan sunpah Prajurit nmenurut Peraturan Penerintah No. 5.
tahun 1958 dan pula ketentuan tersebut dalam pasal 12 Peraturan
Permerintah No. 37 tahun 1959.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Peraturan yang di maksudkan pada ayat (2) ialah msal nya
Peraturan Penerintah No. 10 tahun 1947 tentgang peraturan
sunpah hakim jaksa, panitera serta panitera-pengganti pada
pengadi | an dan pengadil an tentara.
Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) diperlukan untuk
menper ol eh kepastian siapa pegawai Negeri,anggota Angkatan
Perang dal am peraturan ini.

Pasal 2
Cukup | el as.
Pasal 3
Ayat (1) :
Kalimat terakhir dari sunpah ini dimksud untuk tidak,
nmengul angi | agi bunyi sunpah Prajurit vyang telah

di ucapkan ol eh setiap anggota Angkatan Perang pada waktu
pengangkat annya sebagai Prajurit.

Ayat 2 dan (3)

Ada kal anya terdiri, bahwa seorang yang tidak berstatus
mliter ditetapkan untuk memangku suatu jabatan mliter,
dal am hal mana pada unmummya diberikan pangkat mliter
tituler. Dalam nmenjal ankan jabatannya itu ia tunduk pada
hukum pidana dan disiplin tentara, dan oleh karenanya
di anggap perlu, bahwa yang bersangkutan nengucapkan
kal i mat seperti tersebut pada ayat (3), yang bunyinya
sama dengan sunpah Prajurit seperti diatur dal am
Peraturan Penerintah No. 52 tahun 1958.



Pasal 4
Penanbahan ini berhubung dengan kewaji ban Panongpraja, Polisi
dan pegawai - pegawai | ai n yang bertugas kepoli si an.

Pasal 5 s/d 11
Cukup | el as.

Pasal 12
Pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang vyang telah
ber sunpah nenurut Peraturan Penerintah No. 9 tahun 1948 dan
pegawai Polisi nmenurut Peraturan Penerintah No. 24 tahun 1947
tidak perlu bersunpah | agi nmenurut peraturan ini;

Pasal 13
Cukup j el as.

Ter masuk Lenbaran-Negara No. 148 tahun 1959.
D ket ahui :
Ment eri Muda Kehaki man,
SAHARDJ O,
CATATAN

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG

SUMBER : LN 1959/148; TLN NO 1915



